
BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 53 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN l 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 

DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penyaluran Dana 
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Kepada Desa Tahun Anggaran 2019, perlu 
memberikan kepastian hukum khususnya 
terhadap kelebihan anggaran yang belum terserap 
oleh desa pada tahap pertama; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu mengubah Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana 
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Kepada Desa Tahun Anggaran 201 9 dengan 
menetapkan dalam Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan 

dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun I 965 ten tang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan 

Nomor 12 Tahun 

mengubah Undang-Undang 

1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
dan Daerah lstimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
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Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah 
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Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 
Tahun 2018 ten tang Pedoman Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 
2018 Nomor 4); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Lamongan Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Ka bu paten Lamongan Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
2019 Nomor 10); 

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 
Nomor 19); 

19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 
ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2015 Nomor 34); 

20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan 
Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Ka bu paten 
Lamongan Tahun 2019 Nomor 40); 

21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68); 
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22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 
Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019 (Serita 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 
5); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN 
PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH 
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

Pasal I 

Di antara ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 16 Peraturan 
Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Tata 
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2019 Nomor 5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni 
ayat (la) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 

I 1 I 

Pasal 16 

Penyaluran DBHPD 
dimaksud dalam Pasal 

dan RD se bagaimana 
15 dilakukan dalam 2 (dua) 

tahap yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) mulai 
bulan Juli dan sebesar 50% (lima puluh persen) 
mulai bulan Nopember. 

(la) Dalam hal terdapat kelebihan anggaran DBHPD 
dan RD yang belum terserap oleh Desa pada tahap 
pertama, kelebihan anggarannya dapat disalurkan 
kembali mulai bulan Nopember. 

(2) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Kepala 
Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa 
tentang APBDes atau Perubahan APBDes. 

(3) Pengajuan Permohonan DBHPD dan RD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
dengan cara pemindah bukuan dari Rekening 
Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas 

Desa. 
(4) Pengajuan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud 

ayat (3) ditujukan kepada Bupati melalui Camat. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1m dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 2 September 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LAMONGAN 

ttd 
YUHROHNUR EFENDI 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 2 September 2019 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd 
FADEL! 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 53 


